
BUPATI CIANJUR
PRO\,INSI JAWA BARAT

PERA'IURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 9 TAHUN 2O2I

TENTANC

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2O2O TENTANG
TARIF L,AYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA

TE(NIS DAERAH L"ABORATORIUM (ESEIIATAN, PENGUJIAN DAN
KALIBRASI PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TIJHANYANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbmg : a. banwa Tanf Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Daerall Laborato.ium Kesehatan,
Pensujid dan Kalibrasi pada Dinas Kesehatan, tehn
diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahu 2020;

b. bahwa dengan masih tingginya penyebaran pandemi
Corcnduirus DiseBe 2019 (CO\4D-I9), khususnya di
wihyan (abupaten Cidjur, sesuai dengd Surat Edt]le
Menteri xesehatm Nonor HK-o2.o2l 1 13713/2020
tenteg Batasan Taril Tertinggi Pemeriksaa PeaI nue
Poumemse CLain ,R€ocrion {RT PCR), uniuk kepastian
hukam dan keseraga@n dalam pemeriksm
laboratorium perlu mengatur dd menetapks besan
rarit

c. bahwa berdasarkm pertimbmgan *bagaimada
dimaksud dald hlmf a dan huruf b, peilu meietapkan
Peraturm Bupati tentmg Perubanan Atas Perature
Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentmg Tdif laydm
Badd Laymd Udum Daerah Unit Pelaksda 'leknis
DaeEh Laboratorium Kesehatan, Pengujid, dan
Kalibrasi pada Dinas Kesehatmi

Mengingat : 1. Unddg-Unddg Nomor 2a Tanun 2009 tentang Pajal
Daerah dan Retnbusi Daerah (Lembaran Negda Republik
Indonesia Tanun 2009 Nomor 130. Tmbaian t mbdm
Negta Republik lndonesia Nomo. 5049);

2, Undag-Und@g Nomor 36 Tanun 2009 tentag
Kesehatd (limbara. Negara Republik Indonesia Taiun
2009 Nomor 144, Tambal1an lf,mbdm Negda Republik
Indonesia Nomo.5063);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 rentang
Pemerimahd Daeran (Lembaro Negda Republik
Indonesia Tahu 2014 Nomor 244, Tmbanan Lembdm
N-gar€ RFpubl.k Indonesia Nomor 5547) ebdgaitrrtra
telah diubah bebe.apa kali, tera}hir dengan Undang
Undans Nomor 9 Taiun 2015 teDrmg Peruhanan Kedua
Atas Undang-Undmg Nomor 23 Tahun 2014 tentmg
Pemeintanm Daerah (Lemb d Negra Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5a, 'rambaho Lembda
Nega.a Republik Indonesia Nomor 5679)l

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2oI,+ tentang
Administrasi Pemerint.nm (Lembdm Negda Republik
lndonesia'lahun 2014 Nomor 292, Tmbaian kmbaran
Negara Repubtik Indonesia Nomor 5601)j

Peraturm Pemerintan Nomor 12 Tahun 2017 tentd8

Pemerintand Daeran (Lembdd Negda Republlk
Indonesia Tanun 2017 Nomor 73, Tambal1d Lembaran
Neada Republik Indonesia Nomor 60.11);

Peraruran Pemerintan Nomor 12 Tahun 2019 tentdg
Pengelolen Keuangan Daeran (lrnbdd Negara
Repubtik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambanan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nodor 6322)i

Peraturf Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 201a
teotdg Pedomm Teknis Badm Layand Umum Daeran
(Berita Negda Republik Indonesia Tanun 201a Nomor
1213)i

Peraturm Daerall Kabupaten Cidjur Nomor 03 Tahun
2011 tentang Retribusi Pelayem Xe*hatf (lrmbaran
Daemi (abupaten Cianjur Tanu 2011 Nomo.0a Seri B)
sebagaimana tekn diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturm Daeratr xabupaten cianjur Nomor 4 Tahun
2014 tenteg Perubal1a kdua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Cimjur Nomor 03 Tahun 2011 tentang
Rebibusi Pelayanan i(eehatd (L€mbde Daerah
Kabupaten Ciafliur Tahun 2014 Notuo.4)l
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tent&g
Kedudukm, Susunm Orgdisasi, 'lugas dm Fungsi,
serta Tata Kerja Peranekat Dae.an di Lingl,angan
Peme.inlah Kabuparen Cimjur (Berita Daeran kbupaten
cianjur Tahun 2016 Nomor 51) sebasaimaia teiall
diuban dengan Peraturan Bupati Cidjur Nomor 9l
Tahun 20ra tentdg Perubahan Atas Peraturan Bupati
Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Keduduke,
Susune Orgmisasi, Tugas dan Fugsi, serta Tala Kerja
Perdgkat Daeran di Lingkunga Pemerintan Kabuparen
cianjur (Berita Daerah Kabupaten cianjur Tahun 2013
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10. Peraturan Bupali Ci@jur Nomor 2 Tahun 201a tentdg
Pedbentukd Unit PeiaLsda Teknis Daerah di
Lingkunsan Kabupaten cianjur @enta Daerah
Kabupaien cimjur Tahun 2018 Nomor 2l sebasina.a
telab diuban dengd Peraluran Bupau Cianjur Nomor a4
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Cianjur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unn
Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Kabupaten
Cianjur Benta Daerah (abupaten Cidtur Tahun 2014

rl. Peraturan Bupati Cioju. Nomor 30'lahun 2020 tentdg
Tanl Lalanan Badan Layane Udum Daerah Unit
Pelaksma Teknis Dae.al raboratorium Xesehatan,
Peneujian, dan Kalibrasi pada Dinas Kesehatan (Berita
Dae.arr (abupaten cimjurTahun 2020 Nonor 30);

MDMUTUSLAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANC PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPA'I] NOMOR 30 TAI{UN 2O2O TENTANG
TAR]F I-AYANAN BADAN I,AYANAN UMUM DAERAH UNIT

KESEHATAN, PENGUJ]AN, DAN KALIBR,ASI PADA DINAS

{3) struktur t ir layman untuk setiap jenis pelayanan kesehate
sebasaimana dimaksud pada ayat (1), sebasai berikut:

BESARNYA TARIF
(RP)

Pemeriksaan Serolosi dd Imunologi

19- Real Time Polgture Ch-in
Reaction (RT-PCR) temasuk
Pensmbild SWAB

750 000,

Pasal I

Peraturm Bupati Nomor 30 'tahun 2020 tentds T iI Laymm Badm
Layanan Umum Daerah Unit Pelal<sana Teknis Daerah Laboratorium
ksehatan, Pensujian, dan I{aiibrasi pada Dlnas Kesehatan (Berita Dae.ah
Kabupat.n cianjurTahun 2020 Nomor 301, diubah sebagai be.ikut:

Keienruan Pasal6 ayat (3), diuban sebasai berikut:



Pasal II

Peraturd Bupati ini mulai berlalu pada tanAgai diundangkan.

Agar setjap ordg mengetanuitrya, memerintahke pengundange
Peraturo Bupati ini dengan penempatenya dalm Benta Daeran

Ditetapkd di Ciajur
pada tdggal I Februai 202 I
P]t. BUPATI CIANJUR,

HERMAN SUHERMAN

Diunddgkd di cidjur
pada teggal I Februari 202 1

PJ- SE(RRIARIS DAERAH,

DODI'T ARDIAN PANCAPANA

BER]TA DAERAH ]<ABI]PATEN CIANJUR 'TAIIUN 2O2] NOMOR g



I Undang'Undang N.mor 23 Tahun 201,r ten(ana
Peme.intahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
TahuD 201.1 Nomo.244, Tambahan Lembaran Nega.a
Republik Indonesia Nlmor 5s87) sebasaimana relah diublh
beberapa Lali, teraknir dengan Undary-Un.iang Nom.r 9
'lahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UnrlaE
Urdang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeriniahan
Daerah (lembara Nega.a Republik lndonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambaharl Lembdan Negara Relublik lndonesia

a. Unrlang-Undang Nonor 30 Tahun 2014 te.rans
Administrasi Peme.intahan (Lembaran Negara Republik
Indlnesia Tahun 2014 Nornor 292, Tambahan Lembaran
Nesara Relublik lndoDesia Nornor 560l)i

6. Peratlrran Peme.intah Pengganri Undang Undang Nomor 1

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sisteft Iteuangm urtuk Penangan Pandemi
Carond Virus Disease 19lcoud 19) dan/arau dalaft .angka
Menghadapi An.aman rang Membahalakan Perek.nomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem rieuargan (L€mbaraD
Nega.a Republlk Indonesia Tahun 2020 Nornor 87,
Tambahan Lembaran Neeara Repuuik Indonesla Nomor
6a85)i

7. Peraturan Pemeriniah Nonor 40 Tahun 1991 ten€ng
Penanganan Wabah Pentakit i\,lenular (Lembaran Nega.a
Republlk Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan
Leftbar.n N€gara Republiklrldonesia Nofto. 3;r47)i

a Peraturan Penenntah Nomor 21 Tahurl 2008 tentans
Penlelenggaran Penangglangan Bencana (Lembaran
Nega.a Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor .12,

Tambahan Lemba.an Negara Republik IDdonesia Nomor
48281r

s. Peraiurall Pemerintah Nomor s3 Tahun 2018 tentang
Pelatsanaan Tugas dan WeNenang Gube.nur Sebagai Wakil
Penernltah Pusar llembaran Neeara ReplLb1ik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Ne8ara
Republik IndoDesia Nomor 6224);

10 KeluiusaD P.esiderl Nonor 7 Tahun 2020 tentang Ougus
Tugas Percepatan Penansanarl Co,ona,nzs Disaase l9
(Co'id']sl selagaimam relah diubah dengan Kepuiusan
P.esiden Nomo.9 Tahurl 2020 rentarE PenLbahan aias
Keluusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentans Gueus
Tugas Percepatan Penansanan Coloadrirus Dsease 19

Ll. Kepurusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 reniang
Perlerapa. Bencana Nonalam Pddemi Coranauitus Disease
2019lcoDid 191 Sebagai B€ncara Nasional;

12. Peraturan Mentei Dalam Negeri Nomor 20 Tahurl 2020
LeDlaDg Percepatan Penangand Coronauiu s ,6edse 2019
di Lnrgkungdl Peme. tah Daerah lBeriia Negara Republih
Indoresia Tahun 2020 Nomor 249);



r3. Peraturan Daerah Provi.si Ja\a Barat Nomor 2 Tahun lD! l
rentang PenlelengEaraan PenanggulangaD Ber.a::
llembaran Daerah Prcvinsr .1.r, B:r,r T,h.n roro \,,r -
2 Sen E, TambahaD lembaran Daerah Pr.lrnsi Jara B..i:.:
Nomor 69 Seri E)l

14. Peraturan Daeran Provtusi Jarva Barat Nomor 1,1 Tahlr
20l9 tentang Penvelenggaraan Kesehatan llembalrn
Daerah Provinsi Ja$.a Barat Tahun 2019 Nomor l.l
Taftbahan Lembaran Daerah Provnlsi Jana Baral Nom.:
242],:

15 Peraturan Oubernur Jarva Ba.at Nomlr ;16 iahun 2024
tenldng Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar SecaE
Prolorsional Sesuai Lelel l<esaspadaan Daerah
l<abupaten/Kota Sebagai Persialan Pelaksanaan Adaptasi
Kebiasaan Baru Unruk Pen.eeaha dm Pengendalian
corona,itus Disease'2at 9 lcorid- I9l lBeita Daerah P.ovi.sL
Ja\a Barat Tahun 2020 Nomo.46)j

16. Perauran Oubemur Jaiva Barat Nono. 63 Tahun 20:O
tentang Pedonm Penilaian Risiko (esehatan Masl,arakai
dan Adaptasi KebiasMn Baru ntuk Pen.egahan dan
Pengendalian Coro&,irus Disease ICO\/ID t9l

17 Keputusan Gubernur Ja\ra Barat Nomor .+7- 5/ Kep 581-
Hukham/2020 tentang Komite kebtakan Penanganan
Corond,itus Diseose 2019 ICOVID 19) dan Pemulihan
Ekonotui Daerah Provnlsi Jawa Barat

1a Perarurall Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2019
rentang Penlelenggaraan Penanggulangan Ben.ana
(Lembaran Dae.ah (aburarer cianjur Tahun 2019 Nomor
6);

19. Peraturan Bupan Cranjur Nomor 6 Tahun 202r tenrang
Pengenaan Sanksi Adminisoalia Terhad.p Pelanggaran
Protokol Kesehahn Dalah Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan
Baru Sebagai Upava Pencegahan dan Pengendalian Coron4
vias Disedse 2Oi9 (Covid r9l (Berita Daerah KabupaieD
Cianjur Tahun 2021 N.m..6);

Memp€rhatikan : 1. Keputusm Menlei (esehatan Nomor H(.01.07/Menkes/
104/2020 tenlang Peneiapm Inleksi Nauel Ca.onauirus
Disease 2019 lhlJel.si 2019rlcora sebagai Jenis Pen!_akn

]ang Dapat Menimbulkan
Penan!:qulargannral

wabah dan Upaya

).

Keputusan Menreri Iiesehalan Nomor HK.O1 07lMenkes/
,89/2020 teniang Penetapan Pembalasan Sosial BersLala
Besar di Wilalah P.olinsi Jawa Barat dalam raryka
Per.epatarl Penangan Corona,rrus Disedse 2019(Covid-19)i
(eputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01 o7/Menkes/
32a/2020 lentang Panduan Pencegah4n dan Peryendalian
co.onauias Disease 2019 (carid 19) di rempat lie{a
Perkrnr..rn dan drl:m llend!kunB
Iieb$lanqsunean Usaha p.lda Situasi Pandemil



+. Iieputusan Menre.i tieseharan Nooor Hl.o1.07,,\ E\"tiEs
413/2020 lerrang Pedoman Pencegahan dan Peneendal:.
CarctnDitus Disedse 2019lCOvtD 19)

kpurusan Menten Dalam Nese.i Nomor ,+40-a3O Tahu.
2020 tentang Pedonan Taranan Nomor Baru Produkrii d.,:
Aftan Co.onalnzs ,6ease ?019 bagi Apararur Slpll Ne.sar..
d "' g Lns ,.r 

^-.nFr 'Fr'. I Da a r N-s"r .r ' 
D"' -. ' ,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANC PEDoMAN PEMBATASA.\..
SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL UNTLIi
PENCEGAHAN DAN PENGENDAL]AN CO,RO]Y/I/1RUS DISEASE
2019 ICOVID 19) DALAM RANGKA PERS]APAN ADAP]ASI
(EEIASAAN BARU,

BAE I

KETENTUA\ UMUM
pAsal 1

Dalm Peraiuran Bupaii ini lang dimaksud dengdn:

1. Daerah liabupaten selanjumtha disebut Daerah adalah Daerah
Kabupaten Cianjur.

2 Peoerintah Daeran Kabupaten selanjutn,a disebui Pemerinrah
Daerah adalah Bupatl sehagal Lursur penyelenggara pemednrahaD
daerah rang memimpin pelaksanaan urusm pemeriDtanm ]ang
menjadi kervenansd daerah otonom.

3. Bupaii adalah Bupaii Cianjur
.1. Pemernrah Daerah P.ovinsi adalah Gube.nur sebagai unsu.

perueLenggda Pemerintahan DaeEh !€nC memihpin pelaksanaan urusan
penenntahan IanB m€njadi Levemngan Daerah Provinsi

5. Guberru. adalah Gube.nlrr Jana Barat,

6. (omite Iiebijakan Penaganan Cororaries Disedse 2A19 (CAVID 19) dan
Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jasa Barat yang selanjuinya disebut
liomite P.ovinsi adalah tim yang dibentuk ol€h cubemur Java Barat,
mernPunYai tugas mempercelat penangeulangan Co,rd l9 melalui
sin.rgiras anar lemernltah, badan usaha, akademisi, masyarakar, da.

7 komite riebijakan Penaganan Coronaries Disedse 2019 CAVID 19) dan
P€mulihan Ekonomi Daerah Xabupaten Cimju., yang selanjutnya disebut
(omite Kahupaten adalah Komite Penaganan coro,a,irus Disease 2019
lcovlD l9) dan Pemulihan Ekonomi yang dibenruk oleh Bupati.

I Pembatasan Sosial Be.skala Besar yang selanjutnla disingtat PSBB
adalah pembatasan kegiaran rerlenru lenduduk dalam suatu \ildtah Jang
diduea teinleksi Corond,rtus Disease 2019 (Catid 19) sedemikian rupa
untuk mencegah kcmungkinan pcnyebaran Colond,irus Disease 2019



9. Pernbatasan Sosial Bersi.ala B€sa. secah Propo.sional selanj!:n\!
disingkar PSBB Secara Proporsional adalah pembaiasan kegiaran rerenrL
lenduduk dalam suaru \ilalah vang diduga terinleksi Corond,,ns
D6ease 2019 /Co,id-rgl sesuai dengan Zona Resiko sedemikiad .Lrpa
unruk oencegah kemunsktuan penvebaran Co,!trd,ids DGease 2019

ta. Corcna,itus Dis€dse 2019 ,ang selanjutnya disebut Covid-19 adahh
lenlakit merula. yang disebabkan oleh jenis coroaa,trus yanB baru
diremukan, yang merupakan i'irus baru dan pentakit yang sebelumnl..
tidak dikenal sebelltm rerjadi rabah di wuhan, TioDskok, bulan Desembr,

11. Kasus Suspek adalah Seseorang Iang memiliki salah salu dari k.ite.ia

a. O.ang dengdn Inleksi Salural Periapasarl Akut (lSPAl DAN pada 1+
hari terakhir sebelum timlul gejala tuemiliki ri{arat pe{alanan atall
tinggal di Negara/!{ila!ah Indonesia yang delaporkan l.ansmisi lokal

b. Orang dengan salah sallt gejala/randa ISPA DAN pada 14 hari terakhir
sebeLum timbul gejala memiliki risavat koatak dengan kasus
koDirmasi/proDal,le COVID 19.

c. Orang denAm ISPA b€rat/pneumonia berat yang membutuhkan
peras'atan di ,umah sakit DAN lidak ada peBebab lain berdasarkan
gambaran klinls vang me]akinkan.

12. IGsus Konli.masi adalah Seseo.ang lang dinlaiakan positia teri.leksi
vlrus COVID 19 yang dibukdkan dengan petueriksadn labo.ato.iuh RT
PCR. Kasus konfirmasi dibagi menjadi dua:

a. Kasus konlirmasi dengan gejala lsimltomatik)
b. (asus konfimasi tanpa Cejala (asituptomatik)

13. Kasus ProDable adalah kasus suspek densa. ISPA BerarA@le
R€spiratory D6iress Sgtr.i,o,ne IARDS)/meninggaL dengan eambarar khris
Iang metakrnkan Colid-19 dan belum ada hasil pemeriksam
lab.ratorium Re,e,se Tmns.nplians Pollraerase Chdi,i Reactio4 (RT-PCR).

l.+ Koniak Erat adalah o.ang lang memiliki rnrayat konrak dengan KasLs
P,rraDl€ atau Konli.masi Colid 19.

15. Dis.ad€d adalah seseorang dengan status kasus suslek dengan hasil
lemeriksaan RT PcR 2 (dua) kali negadr selama 2 (dua) hari beflu L

turui dengan selans wakru di atas 24 (dua puluh empat)jam, dan/atau
seseorang dengarl stalus kontak erat ]arg telall menlelesaikan masa
karantina selama L4 (empat helas) hari.

t6. zona Risiko adalah Zona Risiko Dae.al atau
Kelurahan/Desa.

l7 Saruan Polisi Pamong P.ajd dan Pemadao (elakaran tane selanjutnra
disebur Satpol PP dan Damkar adalall Sa1!Ld1 Polisi Pamong Prala dd1
Pemadam Kebdkaran Itabulaten Cianjrr.

18. (ecamatdn adalah lerangkai daerah lang dibentuk dalam rangha
menhgkarkan koordinasi pentelcnggaraan pemerintahd, pelatanan
pubiik, dan pemberdayaaD masrdalat desa dan kelu.ahan

19 ltelurahan adalah perangkat ke.amatan Iang dib€ntuL untuk membantu
arau melaksanakan sebaqian tuqas Camat.



20 Desa adalah desa dan desa adar arau \a.e dlsebu: iii:=:
"J"rju 

.." o .-o ,. DF,d cod.o, L" .:.j ; , ..",... .

meftiliki batas Nilayah rdg benrenang rnruk ftengaiur a:: ::r:_- !
urusan pemerintahan, kepentingan masrarakai s€remFar a::rrr=..r.
prakarsa maslarakar, hak asal usul, dan/aiau hak sisrem oe:i-i..: :
Negara (esatud Republik Indonesia.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputil
a. Penentuan Zona Risiko Daerah;
b. Penenluan Zona Risiko Kecamatan:
c. Penentuan Zona Risiko Kelurahan/Desal
d. Pelaksanam PSBB Secara Proporsional Sesuai zona Risiko Daemhi
€. Pengendalian dd PerBamman;
I Monitoring dan Evaluasij

i. Ketentuan Penutu!

BAB II

PENENTUAN ZONA RISIKO DAERAH

Bagian Kesaru

indikator Penenruan Zona Risiko

Pasal 3

IDdikator penentuan zona Risiko Daerah ditetaptan berdasartrm:
1. IndikatorEpidemiologi:

a lenurunan jumlah kasus korfi.masi selaoa 2 minggu remkhir da.j
puncak (targeL > 50o/r;

b. penuiunan judlah kasus suspek selama 2 mingcu terakhir dari lun.ak
target > so%);

c. penutu.an jumlah meninegal dari kasus konljrmasi selama 2 minggu
te.aklir dai puncaki

d peDurunan jumlah meninggal dari kasus suslek selama 2 mrnssu
terakhir dari puncak;

e. penurunan junlah kasus konllrmasi lang dirawat di Rumah Sakii
selma 2 minggu terakhir dai puncaki

t lenurunanjumlah kasus suspek!'ang dirawat di Rumah Sakir selama 2
minggu rerakhir ddi pun.aLr

g. kenaikan jumlah sembuh dari kasus konfirmasi selama 2 mirggu

h. kenaikan jumlah selesai peftantauarl dari kasus susp€k s€lama 2
minggu terakhir:

i, laju insidensi kasus konfi.masi ler 100 000 penduduk;
j ,zoltal[g /arekasus konlirmasi ler 1o0.o0o penduduk.



.1 tndiiar!. Suneilans Iiesehaian

a jumlah pefterksen spesimen meningkat selama 2 mingglr;

b. posituity rate rendah (target: 5% sampel diagnosis positit dari s.ll:.uh
kasus yang di!eiksa).

3. Pelatanan KesehataD

a jumiah tempat tidur di ruang isolasi Rumah Sakir Rujukan mampu
menampung s.d > 20olojumlah pasien konfirmasi covid-19;

b. jumlah tempat ddur di Rumah sakir Rujukan mampu menampung s d >

200/"jumlah pasierl susleh dan pasien konlirmasi Covid 19.

Pasal:l
(11 Zona Risik. Daerah, diklasinkasikan berdasarkarl nilai intenal sebagai

a zona tidak lerclampak (Zona H'jau), rairu wilaldh yans belum ada Lasus
covid 19 lrvo cases)i

b. zona isiko rendah (Zona Kuring), yaitu wila]ah dengan saLu arau lebih
kasus Covid-19, baik kasus import ataupun lokal, bersilat sporadik dan
belum te.bentuk kla*er (sporadi. cases);

. zona risiko s€dang (zona o.anyel, yaitu WilaFh farg memiliLi kasus
klaster Coid 19 dalam qaktu, Lolcsi geogralls, maulun paparar umuDr
(cLisre,s o/ cases);

d. zon. .isiko tinggi (zona Merah), Wllayah fang memiliki transmisi
komunitas Lasus Corid 19 lCommrnir! T/ansm6siotr).

(.ll Perlakuan di Daerah sesuai ZorE Risilio sebaeaimana dimaksud pada arar

a zona tidak i€rdampak, laitu tidak menerapkarl PSBB maupun AI(Bi

b zona risiko rendah, lairu pene.apan PSBB se.ara propo.sional akll
Adaptasi ri€biasaan Baru (AKB)i

. zona risiko sedang, laitu penerapan PSBB seca.a lroporsional;
d. zona risiko linggi, vanu pene.ap.n PSBB secara penuh.

Bagian (edua

Seba.arl Junnah Suspek dan Konli.masi Covid l9
Pasal 5

(r) Peme.intah Daerah me.vusun dara sebaran jumLah kasus suspet dan
konlirmasi Colid lq per kecamalan.

(21 Berdasarkan data sebaran jumlah kasus suspek dan koDnrmasi Covid Is
per kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayal (ll, Pemerintah Dacrah
membuat peE sebaran kasus suspek dan kontumasi Covid 19.

(3) Dala sebaran dan peta seba.a. kasus suspek dan konnrmasi Covid-rg pe.
ke.amatan sebagaimana dimaksud pada a,lat (l) dan aaat (2), dilalidasi



BAB ]II
PENENTUAN ZONA RIS]KO IiECA]VIATAN

In.liLaror Penenruan Zon4 Rislko
pasal6

Indikator penentuan Zona Risiko tiecamatan diretalkan berdasarkan
a. sebaranjumLah kasus konfirmasi kumulatif tiap Kecadatani
b. positilrate tiap Kecamatm;
c. laju kasus konlirmasi tiap Ke.amatanj
d. laju kasus suslek tiap (e.amatei
e. laju kasus sembuh tiap Ke.atuatani
L lalu kematian tiap Kecamaranl
g dan/atau Komite Dae.ah dm/atau Bupati

BAB IV

PENENTUAN ZONA RISIKO (EIURAHAN/DESA

Indikato. Penentuan zona Risiko

Pasal 7

lndikator lenentuan Zona Rlsiko Desa/Kelurahan diterapkan be.dasa.kan:

a. sebaran jumlah kasus konlimasi kuhulatirtiap Desa/Kelurahan;
b. positif rate iiap Desa/KeLurahan;
. laju kasus konnrmasi tiap Desa/Kelurahan;
d. laju kasus suspek iiap Desa/Kelurahan;
e laju kasus sembuh tiap Desa/IGlurah.n;
i laju kenatian tiap Desa/(elurahan;
s. dan/atau riomne Daerah dan/atau Bupati.

BAB V

PELAKSANAAN PSBB SECARA PROPORSIONAL SESUAI ZONA RIS]KO

Bagian Kesa[L

Umum

Pasal a

(1) S€tiap orang yang berkegiaian di luar rumah, najib menerapkan Prorok.r
Kesehaian dl setla! Zona Risilo sebagaimana dialur dalam Peraruian
Bupati ini minimal melaksanakan:

a. cuci tangan menggunakan an mengalir dan sabun atau pencuci ra.san
berbasis alkoholl

b, menccunakan maskeri

b. nenjagajarak secara nsik (phrsi.dl dislatr.ind; dan

c menghindadkerumunan.

12) Melakukan detehsi dinl dan pela.akan kontak.
(3) Pemberlakuan PSBB se.ard Proporsional ditetapkan dengan Keputusan
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